BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 119/PUU-XXII1/2025
a. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
b. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
c. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
khususnya Pasal 1 angka 32, Pasal 65 dan Pasal 66.
2. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-
XXI1/2025
a. Perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup
b. Jaminan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam
perlindungan lingkungan hidup
c. Pembentukan dan penegakan hukum lingkungan hidup di indonesia
B. Saran
1. Bagi pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan penyesuaian
dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyesuaian
tersebut perlu dilakukan dengan memastikan bahwa setiap norma, termasuk
penjelasan pasal, dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan

penafsiran yang menyempitkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang
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berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana telah
ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

. Bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim,
disarankan untuk menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
119/PUU-XXIII/2025 sebagai rujukan utama dalam menangani perkara
yang melibatkan aktivis lingkungan hidup. Aparat penegak hukum perlu
mengedepankan pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia dan
lingkungan hidup, serta menghindari penggunaan hukum pidana maupun
perdata sebagai sarana kriminalisasi atau tindakan pembalasan terhadap
partisipasi publik yang sah.

. Bagi pemerintah disarankan untuk menyusun kebijakan dan pedoman teknis
yang secara eksplisit mengatur pencegahan tindakan pembalasan terhadap
masyarakat dan aktivis lingkungan hidup. Kebijakan tersebut penting untuk
memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam
menjalankan peran pengawasan dan advokasi lingkungan hidup sebagai
bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

. Bagi masyarakat dan aktivis lingkungan hidup disarankan untuk terus
memanfaatkan ruang partisipasi publik secara aktif dan bertanggung jawab
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat dijadikan dasar hukum
untuk memperjuangkan hak konstitusional dan menolak segala bentuk
kriminalisasi atau tindakan pembalasan atas aktivitas advokasi

lingkunganhidup.
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